ANALISIS POLITIK HUKUM ATAS PUTUSAN MK NOMOR 60/PUU-
XX11/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA
DAERAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN HAK PARTAI POLITIK

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGE ER
e ¥H NI ; Al
< nn W

URJATI CII

Oleh :

DEAN ALFARIS

NIM : 2108206013

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NUR JATI CIREBON
1446 H/2025 M



ABSTRAK

Dean Alfaris, NIM: 2108206013, “ANALISIS POLITIK HUKUM ATAS
PUTUSAN MK NOMOR 60/PUU-XXI11/2024 TENTANG AMBANG BATAS
PENCALONAN KEPALA DAERAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN HAK PARTAI POLITIK”.
SKRIPSI. 2025

Setelah putusan Mahkamah Konsititusi (MK) nomor 60/PUU-XXI1/2024
mengenai ambang batas pencalonan Kepala Daerah yang termuat dalam Pasal 40
ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada). Mempengaruhi dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia dan pada
penelitian ini juga penulis menautkan hasil putusan ini dalam perspektif Siyasah
Dusturiyah. 20 Agustus 2024 menjadi momen yang mengejutkan bagi partai politik
dan juga para peserta kontestasi pemilihan kepala daerah serentak 2024. Pasalnya
MK menurunkan ambang batas dalam pemilihan Kepala Daerah serentak 2024.
Yang menarik pasca putusan ini DPR-RI berusaha mengubah UU Pilkada ini tetapi
gagal karena cukup mengundang atensi publik yang dimana seharusnya putusan
Mahkamah Konstitusi harus dihormati karena bersifat final dan banding. Dengan
dikeluarkannya putusan ini menjadi angin segar bagi partai politik yang mempunyai
prosentase suara dibawah ambang batas sebelumnya bahkan memberikan
kesempatan bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD bisa turut
berkontestasi dalam Pilkada serentak 2024 dengan ketentuan yang sudah diatur.
Yang menarik kesepakatan politik sudah terbentuk sebelum putusan ini dikeluarkan
sehingga merubah peta politik di berbagai daerah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai ketentuan pasca
putusan MK Nomor 60/PUU-XXI1/2024 tentang ambang batas pencalonan Kepala
Daerah serta implikasinya terhadap pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dan Hak
partai politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
penelitian yuridis normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan
(statute approach), Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan doktrinal
digunakan untuk menganalisis data yang berupa peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah putusan ini berdampak pada
dinamika pemetaan koalisi pada pemilihan Kepala Daerah di berbagai wilayah di
Indonesia. Sehingga dengan adanya putusan tersebut telah memberikan kesempatan
kepada warga negara atau partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD juga
bisa turut andil berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada 2024. Serta putusan MK
tersebut mencerminkan nilai-nilai siyasah dusturiyah, terutama dalam hal
memperluas partisipasi  politik, memastikan keadilan, dan mewujudkan
kemaslahatan umum. Langkah ini tidak hanya memperkuat demokrasi di Indonesia
tetapi juga sejalan dengan prinsip politik konstitusional dalam Islam.

Kata Kunci: Politik Hukum, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024,
Ambang Batas, Pilkada 2024, Partai Politik.



ABSTRACT

Dean Alfaris, NIM: 2108206013, “POLITICAL LEGAL ANALYSIS OF THE
MK DECISION NUMBER 60/PUU-XXI11/2024 CONCERNING THE
THRESHOLD FOR REGIONAL HEAD NOMINATION AND ITS
IMPLICATIONS ON REGIONAL HEAD ELECTIONS AND POLITICAL
PARTY RIGHTS”. THESIS. 2025

After the Constitutional Court (MK) decision number 60/PUU-XXII/2024
concerning the threshold for Regional Head nominations contained in Article 40
paragraph (1) of Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections
(Pilkada). Influencing the dynamics of regional head elections in Indonesia and in
this study the author also links the results of this decision in the perspective of
Siyasah Dusturiyah. August 20, 2024 was a surprising moment for political parties
and also participants in the 2024 simultaneous regional head elections. The reason
is that the Constitutional Court lowered the threshold for the 2024 simultaneous
regional head elections. Interestingly, after this decision, the DPR-RI tried to
change the Pilkada Law but failed because it attracted enough public attention
where the Constitutional Court's decision should be respected because it is final
and appealable. With the issuance of this decision, it is a breath of fresh air for
political parties that have a percentage of votes below the previous threshold and
even provides an opportunity for political parties that do not have seats in the
DPRD to participate in the 2024 simultaneous Pilkada with the provisions that have
been regulated. Interestingly, a political agreement had been formed before this
decision was issued, thus changing the political map in various regions in
Indonesia. This study aims to find out about the provisions after the Constitutional
Court's decision Number 60/PUU-XXII/2024 concerning the threshold for
nominating regional heads and its implications for regional head elections in
Indonesia and the rights of political parties. This study uses a qualitative method
with a normative legal research approach by making laws and regulations (statute
approach), the Research Approach uses a doctrinal approach used to analyze data
in the form of laws and regulations, court decisions, and other legal literature.

The results of this study are that this decision has an impact on the dynamics of
coalition mapping in the election of Regional Heads in various regions in
Indonesia. So that with this decision, it has provided an opportunity for citizens or
political parties that do not have seats in the DPRD to also be able to participate
in the 2024 Pilkada contestation. And the Constitutional Court decision reflects the
values of siyasah dusturiyah, especially in terms of expanding political
participation, ensuring justice, and realizing public welfare. This step not only
strengthens democracy in Indonesia but is also in line with the principles of
constitutional politics in Islam.

Keywords: Legal Politics, Constitutional Court Decision Number 60 / PUU-XXII
/2024, Threshold, 2024 Pilkada, Political Parties.
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